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ABSTRAK 

 

 

Tania Adetia Taresa/222018332/2023/ Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran 

Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi 

Sumatera Selatan 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan 

anggaran kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi 

Sumatera Selatan secara simultan dan parsial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

asosiatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 17 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 

menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kuantitatif, menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji 

hipotesis uji F dan t serta koefisien determinasi. 1). Hasil nilai signifikan F menunjukkan nilai 0,005 

lebih kecil dari 0,05, menunjukkan ada pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan anggaran alokasi 

kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera 

Selatan, 2). Hasil uji t nilai untuk anggaran pendidikan sebesar 0,195 > 0,05, artinya Tidak ada 

pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan 

Kota Provinsi Sumatera Selatan dan 3). Hasil uji nilai untuk Anggaran Kesehatan sebesar 0,500 > 

0,05, artinya Tidak ada pengaruh Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan. Hasil koefisein determinasi R2 
alokasi 

anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0,167 

atau 16,7%. 

 

Kata Kunci: Alokasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran Alokasi Kesehatan dan Indeks  

Pembangunan Manusia. 
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ABSTRACT 

 

Tania Adetia Taresa/222018332/2023/ The Effect of Education Budget Allocation and Health 

Budget on Human Development Index in Districts and Cities of South Sumatra Province. 

 

The formulation of the problem in this study is how to influence the allocation of the education 

budget and health budget on the human development index in the Regencies and Cities of South 

Sumatra Province simultaneously and partially. The type of research used is associative research. 

The data used is secondary data. The population in this study were 17 districts/cities in South 

Sumatra Province. Data collection technique is by using the method of observation and 

documentation. The data analysis method used in this study is quantitative analysis, using the 

classical assumption test, multiple linear regression, hypothesis testing F and t tests and the 

coefficient of determination. 1). The results of a significant F value show a value of 0.005 which is 

less than 0.05, indicating that there is an influence of the education budget allocation and health 

allocation budget on the human development index in the Regencies and Cities of South Sumatra 

Province, 2). The results of the t-test value for the education budget are 0.195 > 0.05, meaning that 

there is no effect of the Education Budget Allocation on the Human Development Index in Districts 

and Cities of South Sumatra Province and 3). The result of the value test for the Health Budget is 

0.500 > 0.05, meaning that there is no effect of the Health Budget Allocation on the Human 

Development Index in Districts and Cities of South Sumatra Province. The results of the coefficient 

of determination R2 of education budget allocation and health budget on the human development 

index are 0.167 or 16.7%. 

 

Keywords: Education Budget Allocation and Health Budget Allocation and Index Human  

Development. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama 

kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahtera-an 

masyarakat di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur 

untuk menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darrah (APBD) yang 

betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan 

potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial 

un-tuk menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah 

sumber-sumber penerimaan APBD nya mampu menutup anggaran belanja 

daerah yang ber-sangkutan. Di samping itu anggaran belanja pembangunan yang 

dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi 

produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekono-mian masyarakat. 

Menurut Mangkoesoebroto (2016:53), pengeluaran pemerintah 

mencerminkan kebijakan pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu 

bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang 

tersebut. Sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah, setiap tahun pemerintah pusat 

menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU-

APBN) sebagai hak dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. 

Sementara pemerintah daerah setiap tahun menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebijakan 
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pembangunan masing-masing daerah. 

Pada tahun 1990 gagasan pengukuran pembangunan manusia 

dikembangkan oleh UNDP dalam bentuk Human Development Index 

(HDI)/Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dipublikasikan secara berkala 

dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM memberikan 

suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia yang 

meliputi kesehatan (diukur dari angka harapan hidup sejak waktu lahir/life 

expectancy at birth), pendidikan (diukur dari angka melek huruf penduduk 

dewasa/adult literacy rate dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa/mean 

years schooling) serta standar hidup layak (diukur dari kemampuan daya 

beli/purchasing power parity). Indeks pembangunan manusia kemudian menjadi 

salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. 

Manfaat pentingnya IPM antara lain adalah IPM merupakan indikator penting 

dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia 

(masyarakat/penduduk) serta IPM dapat menentukan peringkat atau tingkat 

pembangunan suatu wilayah/negara (BPS, 2015). 

IPM merupakan indikator yang di gunakan untuk mengukur salah satu 

aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, 

yakni derajat perkembangan manusia. IPM mempunyai tiga unsur yaitu 

kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut 

ekonomi. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat 

kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPMnya. Ketiga unsur tersebut 

tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama yang lainnya. 
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Terdapat juga penelitian dengan hasil temuan dimana anggaran pendidikan 

ternyata berpengaruh negatif terhadap pembentukan IPM. Winarti (2014) 

menenggarai bahwa pengaruh negatif anggaran pendidikan terhadap IPM 

disebabkan oleh alokasi anggaran pendidikan yang tidak dialokasikan semuanya 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun juga dialokasikan untuk 

lainnya seperti gaji pegawai dan biaya pendidikan lainnya. Dengan adanya 

belanja pendidikan yang tidak efektif, tekanan pada APBN maupun APBD 

semakin berat.  

Menurut Didit Herlianto (2015:19) anggaran merupakan rencana dari 

seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka pedek yang dinyatakan dalam unit 

kuantitatif. Anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran disusun secara 

sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. Anggaran harus bersifat 

sistematis, artinya anggaran disusun dengan berurutan berdasarkan logika. 

Anggaran belanja publik baik anggaran negara maupun anggaran daerah sudah 

banyak memiliki belanja yang memiliki karakteristik belanja mengikat. Belanja 

mengikat ini adalah belanja yang bersifat mandatory spending, yang wajib 

dialokasikan pemerintah seperti belanja pegawai, belanja operasional, 

pembayaran utang dan bunga serta dana transfer ke daerah. Hajibabaei dan 

Ahmadi (2104) menyatakan bahwa pada saat bagian belanja pemerintah dari 

PDB masih berjumlah lebih kecil dari aturan yang berlaku, maka IPM akan terus 

meningkat seiring dengan peningkatan belanja pemerintah. namun apabila 

bagian belanja pemerintah dari PDB sudah lebih besar daripada aturan, maka 

IPM akan mengalami penurunan. 
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Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah 

diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk 

mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory 

spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi : 

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 

1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 49 ayat (1). Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah 

pusat merupakan alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan melalui 

kementrian Negara/lembaga. Kementrian Negara/lembaga yang mendapat 

alokasi anggaran pendidikan bukan hanya kementrian pendidikan dan 

kebudayaan serta kementrian agama tetapi juga kementrian/lembaga lain yang 

menyelenggarakan fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan melalui transfer ke 

daerah merupakan alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui transfer 

ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana berdasarkan 

PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota pendidikan 

merupakan salah satu urusan wajib daerah.. 

UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur perolehan 

anggaran untuk sekor kesehatan yaitu dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2, dimana 

Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota 

dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). UU 36 

tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan 
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sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang 

berhak atas kesehatan. 

Menurut Astri (2013) menyatakan dalam hal peningkatan pembangunan 

manusia, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang baik dapat terpenuhi 

melalui alokasi belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan 

meningkatnya alokasi belanja pemerintah di sektor tersebut maka dapat 

meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga bisa meningkatkan 

pembangunan manusia.  

Anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan merupakan salah satu 

komponen penting bagi berjalannya pembangunan manusia di sebuah daerah, 

dikarenakan adanya jaminan terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada 

serta adanya kemampuan untuk menjaga sumber daya manusia yang dimiliki. 

Dengan terjaminnya kedua hal tersebut maka akan diharapkan akan 

meningkatkan indeks pembangunan manusia yang dimiliki dan nantinya 

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Lengkong,2019). 

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena dalam konstitusi (UUD) 

tidak menyebut nominal persentase untuk anggaran kesehatan, sehingga jika 

masuk dalam pembahasan MK, posisi UU Kesehatan menjadi sulit karena 

sejajar dengan UU APBN. Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang kajian 

kepatuhan pemerintahan daerah atas peraturan perundang-undangan dalam 

pengelolaan keuangan daerah di Aceh yang dilakukan oleh Astri, Dewi Ernital 

dan Lengkong menyimpulkan bahwa alokasi minimal bidang pendidikan dan 
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kesehatan dipenuhi tetapi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan SKPK terkait 

atau pemda terkait, melainkan semata- mata hanya untuk memenuhi kewajiban 

dalam penganggaran daerah saja.  

Penelitian sebelumnya oleh Dewi Ernital (2022) membuktikan bahwa 

Belanja Pendidikan secara parsial tidak ber-pengaruh signifikan terhadap Indeks 

Pem-bangunan Manusia, Belanja Kesehatan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kerinci tahun 

2013-2020. 

Penelitian sebelumnya oleh Lengkong (2019) membuktikan bahwa alokasi 

anggaran dari pemerintah kota Bitung, baik untuk anggaran pendidikan maupun 

anggaran kesehatan mempunyai korelasi atau hubungan yang positif dengan 

pembangunan manusia yang ada di Kota Bitung, bahkan tingkat perubahan yang 

terjadi pada indeks pembangunan manusia Kota Bitung sebagian besar mampu 

dijelaskan oleh anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan. 

Penelitian sebelumnya oleh Mongan (2019) membuktikan bahwa Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran belanja pemerintah pusat dalam 

pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah 

pusat dalam sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam 

pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, 

sementara pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan memiliki efek 

negatif dan signifikan. 

Tabel I.1 dibawah ini memberikan informasi tentang Indeks Pembangunan 

Manusia pada Dinas Pendidikan dan Kesehatan di Pemerintah Kabupaten dan 
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Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 hingga 2021. 

Tabel I.1 

Ikhtisar Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kesehatan Serta IPM 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021 

 

No 
Nama 

Kabupaten/Kota 
Tahun  

Anggaran 

Pendidikan 

Anggaran 

Kesehatan 
IPM 

  

Kab. Muratara 

2019 15.01 9.76 64.32 

1 2020 16.08 9.12 64.49 

  2021 15.98 9.87 64.93 

  

Kab. PALI 

2019 15.19 8.56 64.33 

2 2020 16.28 8.78 64.7 

  2021 16.02 8.87 64.88 

  

Kab. Banyuasin 

2019 21.22 13.03 66.9 

3 2020 23.09 13.88 66.74 

  2021 22.95 14.03 67.13 

  

Kab. Empat Lawang 

2019 10.29 6.89 65.1 

4 2020 14.28 8.78 65.25 

  2021 16.59 8.9 65.39 

  

Kab Lahat 

2019 15.19 9.74 67.62 

5 2020 17.28 10.11 67.44 

  2021 19.02 10.15 67.58 

  

Kab Muara Enim 

2019 17.77 8.89 68.88 

6 2020 18.25 9.12 68.74 

  2021 19.15 9.58 68.86 

  

Kab. Musi banyuasin 

2019 23.42 15.18 67.83 

7 2020 22.89 15.11 67.69 

  2021 23.01 15.45 68.1 

  

Kab Musi Rawas  

2019 14.68 9.02 66.92 

8 2020 16.78 9.08 66.79 

  2021 17.92 10.01 67.01 

  

Kab Ogan Ilir 

2019 21.1 10.05 67.22 

9 2020 20.75 10.07 67.06 

  2021 21.01 10.23 67.17 

  
Kab Ogan Komering 

Ilir 

2019 21.53 11.1 66.96 

10 2020 20.9 10.9 66.82 

  2021 19.9 11.95 67.17 

  
Kab Ogan Komering 

Ulu 

2019 18.24 9.78 69.45 

11 2020 19.22 9.75 69.32 

  2021 19.16 9.8 69.6 

  2019 19.15 10.17 65.43 
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No 
Nama 

Kabupaten/Kota 
Tahun  

Anggaran 

Pendidikan 

Anggaran 

Kesehatan 
IPM 

12 Kab Ogan Komering 

Ulu Selatan 

2020 19.45 9.95 65.3 

  2021 19.66 10.25 65.34 

  
Kab Ogan Komering 

Ulu Timur  

2019 21.11 11.1 69.34 

13 2020 22.01 10.15 69.28 

  2021 21.96 11.18 69.58 

  

Kota Lubuk Linggau 

2019 15.78 9.86 74.81 

14 2020 16.89 10.1 74.78 

  2021 18.04 10.16 74.89 

  

Kota Pagaralam 

2019 13.78 7.85 68.44 

15 2020 15.28 8.77 68.31 

  2021 16.19 9.16 68.68 

  

Kota Palembang 

2019 23.45 14.68 78.44 

16 2020 25.28 15.57 78.33 

  2021 23.67 15.22 78.72 

  

Kota Prabumulih 

2019 21.32 10.35 74.4 

17 2020 20.78 10.46 74.55 

  2021 21.89 10.51 74.67 

  Rata rata   18.938 10.608 68.660 

Sumber : Diolah dari data BPKRI dan BPS Sumatera Selatan, 2022. 

 

Tabel I.1 menggambarkan adanya fenomena yang menunjukkan terjadinya 

fluktuasi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan yang ikut mempengaruhi 

indeks pembangunan manusia dibeberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera 

Selatan. Berdasarkan data diatas ditemukan terjadinya penurunan indeks 

pembangunan manusia tetapi untuk anggaran pendidikan dan kesehatanya diatas 

rata-rata dibeberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Misalnya 

Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020 anggaran pendidikan dan kesehatanya 

diatas rata-rata akan tetapi pada indeks pembangunan manusia mengalami 

penurunan. Hal ini terjadi juga dibeberapa kabupaten dan kota lainnya seperti 

Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
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penelitian dengan judul Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan 

Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini ialah : 

a. Bagaimana Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan 

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi 

Sumatera Selatan secara simultan? 

b. Bagaimana Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan? 

c. Bagaimana Pengaruh Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran 

Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota 

Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Untuk mengetahui Pengaruh Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks 
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Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pengaruh 

kepatuhan Pemerintahan Daerah terhadap alokasi anggaran pendidikan dan 

kesehatan dan hubungannya dengan indeks pembangunan manusia. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan 

Bagi Pemberintah diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam 

mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan untuk dapat 

meningkatkan kompetensi kepatuhan alokasi anggaran sektor pendidikan dan 

kesehatan dalam hubungannya dengan indeks pembangunan manusia 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi 

mahasiswa dan dosen ataupun penelitian lebih lanjut di fakultas ekonomi 

dan bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang 
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